TANGGAPAN TERHADAP RA CA @N

df’b Ma}]enpol Drs. Bibit S. Rianto dan Brigadir Drs. DPMr
Sitompul MH SH dan Team

PENDAHULUAN bahkan dilujar olel beberpa apakar.

Pada tgl 13 Juli 1999 sesuai perinmh politisi dan pengamat polik/hukum.
i Kavolii. K Il Kapotii Polrr yang pada akho-akdie mi ingin
esan Kapolri, Koorsahli Kapotri, N\ Y
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. d f Jan memberi masukan atas RUU
Dephankam untuk membabassmeminta

. , - tersebut agar kelak di kemudaian han
masukan dart Polri werhadap konsep: ;

tidak ditunding “mclempem” pengecut.
rancangan undang-udang keselumatan '

e . manust-manut  saja terhadap
Jan keamanan negarac RUL wang st

C . _— kepentingan kelompok tertento untuk
dinilat “udak reformis”™ tersebut P ° ) b . ) .
o e berkuasa secara tidak wajar, tidak sesua
mendapat banyak tentangan, dikeuk
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dengan azas demokrasi manpun team.
 Uniuk i Polri secara konsisten dan
konsekwen  unmuk  mewdjudkan
:Qli'})_ziuimsi _ll.u]it.l m memberikan koveksi
dan nlilsﬁi{;l'n"':'ne.nan.ggapi RUU
keselamatan dan Keamanin n:eg,'ar:a,
baik secara lisan kepada Fraksi ABRI
DPER RE.dan Dirjen Persmennet
Dephankam tersebut maupun secara
tertulis. Masukan-masukan dari Tim
Polsi (koorsahli, kodisksim dan anggota

lainnya :

Fungsi pertahanan dan  fungsi
keamanan berdiri sendiri vang pada
. o
prinsipnya pertalianan adalah varuk
menangkal dan menanggulangi
serangan dari luar negerl, sedangkan
keamanan zdalah mencegah dan
5
menanggulangar gangguan dari alam

negert yang fungsinya ada pada Polri.

Agar memperhatkan UU No. 8 tahun
1981 wentang KUHAP dan Hak azast
Manusia (HAM) dalam SCLP ranangan
undangundang vang berkaitan Jdengan
pelanggaran pelalksanaannya

(penegakan hukum).

s diingar babwa kondisg
masvarakar ke vang malar keivs
terhadap penegakan bukum terutama

pelaksannaannya dimana banva
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ktugastugas polisi dilaksanakan bukan

olel: Polri dalam pengakan hukumn .,

B::rk_;‘s.i.{a_n dengan tagas pcmnga;lgi_xi
l.u.;;_umn.md.lL'\m 1negers Vg 1_11_cnjk__1'di
u'xga:s dan tanggung jasan Polri sUsLLl
dengan Undang-Undang No. 28 tahun
1997 dan UU No. 13 tahun 1961, maka
Polist

melaksanakan karena keterbatasan

apabila Kurang  mampu
wng dimilikinya, maka bukan berar
diambil abh oleh badan/instansi aparat
lain, namun justru Polrilah yang
deubupi kekurangannya (man, material,
money) sehingga mampu serta sekaligus

mencegah timbulnya kerancuan.

Pengentian tentang keselamatan didalam
konieks “pertahanan dan keamanan”
apakah berdiri sendiri, apakah identik
dengan pertahanan ataukah pertahanan
keamanan.

Pengertian tentang

keselamatan negara belum diatur,

Tugas Polei Khosusnva didalam
penegakan hukm tidak boch dicampuri
apalagi ada tekanan politik schingga
harus mandive, dan kedudukannya
harus mandie tdak dibasal salah sato
departemen A lentent sehingga bewl-
bowad bebas Jdar pengaruh polinth

Lhusus”

Istilah “keadaan




membingungkan. bukankab sama
Jengan keadaan daruran bahava aan
keadaan perang Jdalameskalasi
ancaman vang selanma im digunakan?
schatknyva wrdak digunakan istilah

tersebuat,

Kemmanan daliny mogert vang menjadi
vangguing Jauab Polr menvangkut juga
penegakan hukum dalam art Juas,
dimulai dari pencgakan hukum
terhadap pelanggaran dan kejahatan
seringan-ringannya smapal dengan
pemberontakan didalun negert dengan
berbagai macam bentuknva. Kalaupun
diperlukan oleh Polri memintabantuan
kepada mstanst ain termasuk bantuan

maliter, prosedurnye sudah ada:

& f{enam) knct pokok dalam proses

pembuatan suatu Rancangan Undang

Undang hendaknaa wetap diperhankan
g . P

dar dilabsanakan, vanu:

Apakah ada kelemahan alam redakss
katakata pasal didalam batang tubuh

maupun penjelasan ?

Apakah s pasal tdak berentangan
denan pasal lannve dan undang-

andang famnwa 2

Apakah penjelasan dart 151 pasal sudah

tepat ?

.-\p,il\'ulii st p.h.ii Ju:i;.m P‘l-\.l] l‘\i[mj\;z

sudaly siglan 2

Apakah Knakata didalam pasal-pasal
vany ada sudah menggunakan bahasa

lndonesia vang benar.

Apakab ada pasal-pasal vane sudah

Jiarur dalam Undang Undang Lain:

Beberapa komentar Jtanggapan
langsung scbagal masukan kepada 153
RUU

Beamanan Negava dart tim Polst adalaly:

tentang Keselamatan Jan

Judul RUU kurang pas, keselamatan
harus diatur terlebih dahule dan

keamanan harus berdir sendiri.

Hadaman 1 Flsafat indkum dan poligk

hukum  belum nampak dalam
konsideran a, b dan ¢ schinge:
keseluruhan pasal 1 osampar dengan

pasal 45 belum bernafaskan keduanva,

Pasal 1 udak ada pengentian wentany,
keadaan khusus. perlu dibuakan

pengetian tersebut sehingga jelas.

Pasal n: Jdan seterusnva, sesua
dengan peraturan perundang-undangan
vang berlako. Apakal undang undang,
vang berlak tersebut sudah termauk

Undang-Undang Nasional dan
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~HAL-HAL MENDASAR YANG MENJADI ALASAN AGAR
RUU KESELAMATAN DAN KEAMANAN NEGARA
TPERLU DIPERTIMBANGKAN LAGI '

1. “RUU Keselamatan dan Keamanan Negara muupa}\an bentuk baru dar

“UU No. 1/PNPS/1963 tentang’ TPemberantasan }\u'm:an Subversi karena

mengabatkan kepastian hukum, mengabaikan profesionlisme, seria
'_nungabazl\m punbnman masmml\at SESUAT, duman _proses demokratisasi

serta tidak menghormati HAM.

I

RUAJ Keselamatan dan Keamanan Negara merupakan pé’ri\'uiddan dart strateg
mempertabankan Dwi Fungsi ABRI dan militerisme di Indonesia dengan
cara meuncari ligitimasi kekuasaan dimasa damai apalagi dimasa bahaya.
Sementara i selalu diperkirakan orang adanya kerusuhan dimasa damai
vang diciptakan oleh kelompok-kelompok terfatih, terorganisis rapi, memiliki

dana vang besar, mentalitas dan disiplin yang tinggi serta mobilitas vang

tinggi pula.

3. Dalam beberapa pasal RUU Keselamatan dan Keamanan Negara terliha
relas rencana atau strategt. TNE AD mengintervensi masalah-masaiah
keamanan, masalal-masalah sipil dan masalah-masalah sosial kemasavrakatan
latnnva melalui Kodam dan Kodim dengan kesewenang-wenangan yang
direkayasa tanpa kejelasan sistem kontrol dan pertanggungjawaban yang

jelas.

4. Takeik TNI AD untuk tetap mempertahankan militerisme dengan
menampilkan Dewa Penegakan Keamanan dan Sistern Hukum yang
memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk dikeluarkan pernvataan
penanganan secara kbusus (Pasal ¥ RUT ini dengan menmggalkan aturan

perundingundengan vang lin sorta meningealkan peranan Gubernur, Kepala
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Kepolisian Propins (hapolda) dan Repala - Kejabsanaan Propins (Kaja).

Dalam Pasal 9 RUU Keselamatan dan. Reamanan Negara ada Penanganan
secara khusus berlaku selama 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan lagi

wizpitidak jelas aturan pelaksanaan penanganan khusus dan tata cara

~vang menjadi alat kontrol bagi DPR yung mungkin melihat penvimpangan-

penyimpangan di lapangan.

Pasal 13 REU it memberikan kefeluasaan Panglima TNT vaog dilaksanakan
oleh Pangdam atau mungkin Danvem atav Dandim unwk melakukan

tindakan<indakan ;

a. Pelarangan sementara seseorang memasuki atan meninggalkan suatu

wilayah tertentu.
b. Penempatan semenrara seseorang di luar wilayah tempat tinggalnya,
¢, Pembatasan dan agau penutupan wilayah.
d. Membatast orang berada di luar rumah.

dimana hal-hal tersebut membertkan indikasi kewenangan Panglima Tivi
Pangdam/Dandim/Kapolda/Kajati yang bisa menyalabguaakan kekuasaan.
Hai tm memberikan indikasi telah ada kecenderungan penyalahgunaan
kekuasaan tanpa memperhatikan kepastian hukum dan mengabaikan
HAM.

RUU int dengan pasal-pasalnya 8,9,10,11,12 dan 13 meskipun akan ada
Peraturan Pemerintah, akan tetapt pasal-pasal ini membert bukti bahwa TNI

Khususnyn TNI AD telah melaksanakan politik militerisme pada masa

BULSAK, ERISI MO, /1988




damai dengan cara ad: mengambil kekuasaan negara mehidui UU ini wang
semestint masa damat adalah bukan kekuasaan TNI atan NI AD JERY
diserabkan kepada Pemerinthan Sipil dan berbagai aparat vang telah
dipersiaphan dengan peranan TNI adalah membamu saja bukan mengambil

kekuasaan.

o

Pasal 21 pada keadsan darurat militer memberikan kewenangan vang

mierubingungkan antara ain pada avat 3h, (melakukan penvehdikan,

pemanggilan dan pemeriksaan) dan 3.6 {melakukan ketertiban dan keamanan
umum). Dimana hal-hal tersebut merupakan indikasi adanya upava
peningkatan kewenangan TN dalam hal ini Kodim/Korem/Kodam vang

sangat mudah disalah gunakan dalam rangka mempertahankan niliterisme,

9. Pasal 28 RUU ini pada ayat 3.b. yitu “mengambil ataw memerintahkan
penyerahan semuabarang untok dimiliki atan dipakai guna kepentingan
penyelenggaraan keselamaran dan keamanan negara”, maka hal iu akan
sangat mudah disalahgunakannya kekuasaan sebagaimana pada zaman
penumpasan G305/PKI atas aser-aset BAPEREI dan anggotanma vang
kemudian beralih kepemitikannya kepada perorangan atau oknum-oknum
TNFAD dan juga pada masa berkuasanya Jenderal Al Murtopo dan Jenderal
Benny Murdani yang menggunakan operasi mtelejen untuk memperkasa

dirt dan kelompoknya yang sudah menjadi rahasia wmum.

10, RUU Keselamtan dan Keamanan Negar ini harus dipertanyakan political
will pemerintah dan khususnya Menhankam/ Panglima TNT apakah akan
- menjadikan Indonesia int Negara Hukum atau Negara Otoriter berbaju baru |
dengan persujudan kewenangan TNI AD dimasa dapar dengan berbagai

kewenangan diluar sexmangat Negara yang berdasarkan Hukum.
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